
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N

NOMOR           :      600.4.1     /Kep.974       -DLH/2023

LAMPIRAN     :   1 (satu) I,anpiran

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIREB0N

TAHUN 2025-2045

BUPATI CIREB0N,

Menimbang             :   a.    bahwa   Kajian  Lingkungan   Hidup  Strategis  (KLHS)

adalah      rangkaian      analisis     yang      sistematis,
menyeluruh,   dan   partisipatif   untuk   memastikan
bahwa   prinsip   Pembangunan   Berkelanjutan   telali
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu  wilayah  dan/atau  Kebijakan,  Rencana,  dan/
atau Progran;

b.   bahwa       berdasarkan       ketentuan       Pasal       15
Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2009   tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kaj ian Lingkungan
Hidup  Strategis,  Penyusunan  KLHS  wajib  dilakukan
dalam  proses  penyusunan   Rencana  Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

c.    bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan KLHS
RPJPD  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2025-2045  perlu
membentuk Tim  Penyusun  KLHS  RPJPD  Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2045;

d.   bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun



Men8in8at

Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  Rencana
Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah    (RPJPD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045;

:    1.    Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950   tentang

Pembentukan    Daerah-Daerah    Kabupaten    Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Berita   Negara
Republik     Indonesia     tanggal     8     Agustus     1950)

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor    4    Tahun     1968    tentang    Pembentukan
Kabupaten    Purvakaria    dan    Kabupaten    Subang
dengan     mengubah     Undang-Undang    Nomor     14
Tahun   1950  tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten  Dalarn Lingkungan  Ptopinsi Djawa Barat

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor  31,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 2851);

2.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,
Tambahan   I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4421) ;

3.   Undang-Undang   Nomor    17   Tahun   2007   tentang
Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Nasional
Tahun     2005-2025     (Lembaran    Negara    RepublHc
Indonesia    Tahun    2007    Nomor    33,    Tambahan '
Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

4.   Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2009   tentang
Perlindungan   dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik ,
Indonesia Nomor 5059) ;

5.    Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   (I.embaran   Negara  Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan       Peratu ran       Peme rintah       Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta
Kelja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana  Pembangunan  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia    Tahun    2006    Nomor    96,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

7.   Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun  2008  tentang
Tahapan,  Tata Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan
Bvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor   21,   Tambahan   Lembarari   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4817);

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  48,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   4833)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   26
Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Nasional    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042) ;

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis    (I.embaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanari
Nomor          P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1 / 12/2017

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun   2016   tentang   Tata   Cara   Penyelenggaraan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kajian   Lingkungan   Hidup   Strategis   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89) .

MEMUTUSEN:

Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2025-2045  yang  selanjutnya
disebut Tim Penyusun KLHS  RPJPD  Kabupaten  Cirebon
Tahun     2025-2045,     dengan     susunan    keanggotaan
sebagalmana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak telpisahkan dari Keputusan ini.

:   Tugas  Tim  Penyusun  KLHS  RPJPD  Kabupaten  Cirebon
Tahun  2025-2045  sebagalmana dimaksud  pada  Diktum
KESATU adalah:

a. melakukan  pengkajian   pembangunan   berkelanjutan

yang      mengacu       pada      tujuan      pembangunan
berkelanj utan yang ditetapkan Pemerintah;

b. melakukan perumusan skenario pembangunan berupa
altematif     proyeksi     kondisi     pencapaian     tujuan

pembangunan berkelanj utan ;

c. melakukan  penjaminan  kualitas,  pendokumentasian
dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah

(RPJPD); dan

d. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Parijang Daerah
(RPJPD).

:   Dalam  melaksanakan   tugasnya,   Tim   Penyusun   KLHS
RPJPD       Kabupaten       Cirebon       Tahun       2025-2045
bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

:   Segala  biaya yang timbul  sebagai  akibat  ditetapkannya
Keputusan    Bupati    ini    dibebankan    pada    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.



KELIMA Keputusan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal  16   0ktober   2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1.   Yth.  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2.   Yth. Gubernur Jawa Barat;
3.   Yth.  Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

4.   Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN    :     KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR           :      6()0.4.1   /Kep.974    -DLH/2023

TANGGAL       :        16   oktober   2023

TENTANG      :   TIM  pErrvusuN  KAjlAN  LINGKUNGAN  HIDup
STRATEGIS  (KLHS)  RENCANA  PEMBANGUNAN
JANGKA        PANJANG         DAERAH         (RPJPD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGRA PANJANG DAERAH

(RPJPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045

I.    Pengarah
11.    Ketua

Ill.  Sekretaris

IV.  An88Ota

Sekretaris Daerah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian
dan Pembangunan Daerah

:   1.   Kepala Badan pusat statistik Kabupaten cirebon

2.   Kepala  Bagian  Perekonomian  dan  Sumber  Daya
Alan Setda

3.   Kepala  Bidang  Pengendalian  dan  Evaluasi  pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

4.   Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan
Pembangunan,    Penelitian    dan    Pengembangan
Daerah

5.   Kepala  Bidang  Pemerintahan  dan  Sosial  Budaya

pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pembangunan Daerah

6.   Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

7.  Kepala  Bidang  Tata  Lingkungan  DLH  Kabupaten
Cirebon



8.   Kepala       Subbidang       Perumahan,        Kawasan
Pemukiman,   Pertanahan   dan   Lingkungan   pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

9.   Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah

10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11. Unsur  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman
dan Pertanahan

12. Unsur Dinas Pendidikan

13. Unsur Dinas Perhubungan

14. Unsur Dinas Pertanian

15. Unsur Dinas Sosial

16. Unsur Dinas komunikasi dan lnformatika

17. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian

18. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

19. Unsur Dinas Kesehatan

20. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

21.Unsur   Dinas   Koperasi   dan   Usaha   Kecil   dan
Menengah

22. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

23. Unsur Dinas Ketenagakeljaan

24. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2 5. Unsur      Dinas      Pemadam      Kebakaran      dan
Penyelanatan

26. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

27. Unsur  Dinas   Pengendalian   Penduduk,   Keluarga
Berencana,      Pemberdayaan      Perempuan      dan
Perlindungan Anak

28. Unsur  UPTD  Cabang  Bina  Marga  Provinsi  Jawa
Barat

29. Unsur UPTD PSDA Provinsi Jawa Barat



30. Unsur  Kepala  Cabang  Dinas  ESDM  Wilayah  VII

Cirebon Provinsi Jawa Barat

31. Unsur    BBWS    Wilayah    Cimanuk-Cisanggarung
Kementerian   PekeH.aan   Umum   dan   Perumahan
Rakyat

32. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

IMRON
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Website :  www.dislh.cireboiikab.£r6.id Email:

pEMERn`ITAII KABupATEN clREBON
DINAs LINGKUNGAN HIDun

Jalan Sunan Drajat No.  15 Telp. (0231) 325503 Fax. 325502

SUMBER

NOTA DINAS

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grebon
900.1/,¢     -TL
16      September2023

Penting
1 (satu) berkas
Permohonan  Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon  tentang Tim
Penyusun  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  Rencana  Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Tahun 2025-2045

Disampaikan  dengan  hormat,  bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2025-2045  akan  segera
dilaksanakan,danberdasarkanPeraturanMenteriLingkunganHidupdanKelautan
Nomor P.69/RENIHK/SETJENKUM.I/ 12/2017 tentang Pelaksarrmi Peraturan
Pemerintah Nomor 46  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS,
maka perlu dibentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strateds RPJPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Bapak Bupati berkenan
unfukmenadatanganiKeputusanBupatitentangTimPenyusunKajianLjngkungan
Hidup   Strategis   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   (RPJPD)
Tahun 2025-2045, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian    atas    perhatian    dan    perkenan    Bapak    Bupati    Cirebon,
disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN Hmup
KABUPATEN CIREB0N

]WAVBBe¥££¥aiffa¥a#yd£%V.%.SOS.M.S£

NIP.197312241993031002

Tembusan:
1.  Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2.  Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
3.  Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon


